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RINGKASAN

Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat Keji,
amoral, tercela dan melanggar norma, karena yang menjadi korban adalah
perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat
merugikan bagi kaum perempuan, karena dimana harga diri dan kehormatan
menjadi taruhan.

Korban sebagai pihak yang paling dirugikan, harus mendapatkan
perhatian dan perlindungan dari negara. Dalam hal ini negara telah mengatur
dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU ini menyatakan
bahwa” korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Anak hasil pemerkosaan seharusnya mendapat perhatian dan perlakuan
yang khusus oleh negara dengan membuat undang-undang yang melindungi
anak hasil pemerkosaan serta menanggung semua kebutuhan yang
dibutuhkan dengan memberikan penghidupan yang layak, memberikan
pendidikan dan melegalkan semua identitas diri yang dibutuhkan oleh anak
tersebut. Akan tetapi dalam kehidupan yang nyata bahwa anak hasil
perkosaan belum terlindungi sepenuhnya karena masih adanya kekosongan

hukum dimana undang-undang perlindungan anak yang telah dibuat oleh



negara tidak menjelaskan bahwa perlindungan anak yang diberikan dalam
segala bidang untuk anak baik anak dari perkawinan yang sah maupun anak
yang diluar perkawinan yang sah atau anak dari hasil perkosaan. Perwujudan
perlindungan anak yang berkualitas sebaiknya mulai dipersiapkan sejak dini,
bahkan kalau mungkin sejak anak dalam kandungan. Pada masa kecil
tersebut membutuhkan perlindungan dari orang tuanya supaya dapat tumbuh
dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Dengan
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/ PUU-
VI11/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, disini menunjukkan bahwa anak hasil pernikahan siri, Bahwa
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 643
ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan
hak konstitusional seorang ibu sekaligus anaknya. Dilihat berdasarkan
kepentingan norma hukum jelas telah Mengurangi kepentingan norma agama
karena pada dasamya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah

dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa



dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum
dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan dan
anaknya seorang ibu. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan
pelanggaran terhadap norma agama. Dengan adanya ini menunjukkan bahwa
anak haruslah dilindungi oleh negara dari diskriminasi. Dan mendapat

perlindungan dari kepastian hukum.



ABSTRAK

Rape is a crime that is very cruel, immoral, despicable and violates the norm,
because the victims are women and children. This is very detrimental to
women, because where self-esteem and honor are at stake.

Victims as the most disadvantaged party must receive attention and
protection from the state. In this case the state has regulated in Law No. 31 of
2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection
of Witnesses and Victims. The law states that "the victim is a person who
suffers physical, mental, and / or economic loss caused by a criminal offense.
Children who are raped should receive special attention and treatment by the
state by making laws that protect children as a result of rape and cover all the
needs needed by providing a decent living, providing education and
legalizing all the identities needed by the child. However, in real life, children
who have been raped have not been fully protected because there is still a
legal vacuum where child protection laws that have been made by the state do
not explain that child protection is given in all areas for children, both
children from legal marriages and children who are legally outside a legal
marriage or a child from rape. The realization of quality child protection
should be prepared early, even if possible since the child is in the womb. In

childhood This requires protection from his parents so that he can grow and



develop naturally both physically, spiritually, and socially. With the Decision
of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU-
VIl / 2010 Testing of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia, here shows that children are
the result of a marital marriage, That Article 28D paragraph (1 ) The 1945
Constitution states "Everyone has the right to recognition, guarantees,
protection, and certainty of law that is fair and equal treatment before the
law."

Referring to the provisions of the 1945 Constitution, Article 2 paragraph (2)
and Article 643 paragraph (1) of the Marriage Law is not breathing and in
line and has impaired the constitutional rights of a mother and her child. Seen
based on the interests of legal norms clearly has reduced the interests of
religious norms because basically something that is considered to be legal
and religious norms should be different and invalid based on a coercive
approach from legal norms. The consequence of the form of coercion
possessed by legal norms in the Marriage Act is the loss of marital legal
status and the child of a mother. In other words, legal norms have violated

religious norms. This shows that children must be protected by the state from

discrimination. And get protection from legal certainty.
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